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Abstrak
 

Pandemi Covid-19 membuat penerimaan negara melalui pajak mengalami kontraksi. Hal tersebut membuat

pemerintah berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dalam

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu poin perubahannya adalah pemajakan natura

dan kenikmatan dari sisi penerimanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strength,

Weakness, Opportunity, dan Threat melalui analisis SWOT, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah

dalam implementasi kebijakan pemajakan natura dan kenikmatan yang berlaku pada saat penelitian ini

dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa

wawancara dan library research. Berdasarkan identifikasi analisis SWOT, isu utama yang menghambat

implementasi pemajakan natura dan kenikmatan adalah isu yang berkaitan dengan asas ease of

administration. Isu ini mencangkup masalah kepastian aturan, efisiensi, dan kemudahan. Menanggapi isu

tersebut pemerintah saat ini sedang berupaya membuat aturan yang jelas dan mudah dimengerti. DJP

menyadari penuh bahwa isu yang berkaitan dengan ease of administration akan menyelimuti implementasi

pemajakan natura dan kenikmatan. Hal ini merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk menciptakan

sistem perpajakan yang adil dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian pemerintah

harus membuat aturan yang jelas dan bertumpu pada keadilan pemungutan pajak. Hal ini dapat dilakukan

dengan aturan yang terarah menarget wajib pajak berpenghasilan tinggi sehingga keadilan dan penerimaan

pajak dapat meningkat.

......The Covid-19 pandemic has contracted state revenue through taxes. This makes the government seek to

optimize tax revenue through tax reform in the Law on Harmonization of Tax Regulations. One of the points

of change is the taxation of nature and the enjoyment of the recipient. The purpose of this study was to

determine Strength, Weakness, Opportunity and Threat through SWOT analysis, as well as the efforts made

by the government in implementing fringe benefits tax policies that were in effect at the time this research

was conducted. This research was conducted using a qualitative approach through data collection techniques

in the form of interviews and library research. Based on the identification of the SWOT analysis, the main

issues that impede the implementation of fringe benefits taxation are issues related to the principle of ease of

administration. This issue covers the problem of regulatory certainty, efficiency, and convenience.

Responding to this issue, the government is currently trying to make rules that are clear and easy to

understand. DGT is fully aware that issues related to ease of administration will envelop the implementation

of fringe benefits taxation. This is a sacrifice made to create a fair tax system and can increase state

revenues. Thus the government must make clear rules and rely on the fairness of tax collection. This can be

done with regulations that are directed at targeting high-income taxpayers so that equity and tax revenues

can increase.
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